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B  A  B        I 
 

P  E  N  D  A  H  U  L  U  A  N 
 
 
A. Latarbelakang Masalah 

Pada akhir Februari 2018, Bupati Madiun membentuk Tim Pelaksana 

Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah 

(IP4T) Partisipatif melalui Surat Keputusan Bupati. Hal ini dilakukan dalam 

rangka pembagian tugas dan tanggungjawab semua instansi yang terkait dengan 

IP4T, sehingga memudahkan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi IP4T 

(Nusantara News, 2018). 

Bupati Madiun memberi dukungan penuh pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Madiun, yang berhasil menciptakan inovasi dalam pencatatan tanah, 

dengan sebutan IP4T Partisipatif. Selain dari Bupati Madiun, dukungan juga 

diberikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

dengan menetapkannya sebagai pilot project, yang kelak akan diterapkan di 

seluruh Indonesia (Solo Pos, 2018). 

Untuk lebih memberi dukungan bagi IP4T Partisipatif, diperlukan 

“payung” hukum agar hasil IP4T dapat dilanjutkan prosesnya, hingga menjadi 

sertipikat hak atas tanah. Tepatnya kegiatan IP4T Partisipatif perlu didukung, 

agar selanjutnya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kegiatan PTSL. Oleh 

karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

bersiap untuk membuat “payung” hukum tersebut (BPN, 2018). 

Dengan demikian IP4T Partisipatif yang digagas oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Madiun merupakan sesuatu yang penting, karena mendapat 

dukungan dari segenap pemangku kepentingan, dan hasilnya dapat dimanfaatkan 

untuk kegiatan PTSL. Secara umum, IP4T Partisipatif merupakan bagian dari 

participatory mapping, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya berupa 

pemanfaatan relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan. Oleh sebab itu, 

perlu dilakukan penelitian dengan judul, “Participatory Mapping: Relasi Kuasa 
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dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa 

Timur).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia di jajaran Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak boleh menurunkan 

kualitas dan kuantitas kinerja di bidang pertanahan. Peningkatan target 

pelayanan dan kinerja pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional tidak boleh dihalangi oleh keterbatasan jumlah sumberdaya 

manusia di jajaran kementerian ini. Oleh karena itu, perlu upaya penggalangan 

partisipasi masyarakat, termasuk dalam pemetaan dan identifikasi penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Untuk itu, kemampuan 

membangun relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan perlu dimiliki oleh 

staf kantor pertanahan, sebagai “ujung tombak” Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Ketika permasalahan tersebut diletakkan pada konteks participatory 

mapping, khususnya dalam hal pemanfaatan relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai 

pertanahan dalam pelaksanaan IP4T di Kabupaten Madiun, maka ditemukan lima 

buah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian (research questions), sebagai 

berikut: 

1. Apa pertimbangan rasional yang dibangun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun, pada saat melakukan participatory mapping, dalam pelaksanaan IP4T 

yang selanjutnya akan berguna sebagai peta kerja dalam pelaksanaan PTSL? 

2. Bagaimana format participatory mapping yang dilaksanakan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun, sehingga didukung oleh seluruh stake holder 

yang ada di kabupaten ini? 

3. Bagaimana pemanfaatan relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan participatory 

mapping? 

4. Apa kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam 

pelaksanaan participatory mapping?  
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5. Apa kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder di lokasi 

participatory mapping pasca participatory?  

 

C. Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, untuk mendorong 

dilakukannya participatory mapping di kantor pertanahan yang memiliki 

keterbatasan sumberdaya manusia. Untuk itu penelitian ini berupaya 

mengungkapkan beberapa hal penting, sebagai berikut: 

1. Pertimbangan rasional dalam melakukan participatory mapping. 

2. Format participatory mapping yang didukung oleh seluruh stake holder. 

3. Pemanfaatan relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan dalam 

participatory mapping. 

4. Kendala dalam pelaksanaan participatory mapping. 

5. Kegiatan masing-masing stakeholder pasca participatory mapping.  

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai 

masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

terutama hal-hal yang terkait dengan participatory mapping, agar dapat 

mendorong dilakukannya participatory mapping di kantor pertanahan, terutama 

yang memiliki keterbatasan sumberdaya manusia. Selain itu, hasil penelitian ini 

juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan ajar pada beberapa matakuliah 

di Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, seperti: 

matakuliah Sosiologi Pertanahan, dan matakuliah Pemberdayaan Masyarakat. 
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P        E        N        U        T        U        P 
   
 

G. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Madiun, 

diketahui bahwa: Pertama, pertimbangan rasional yang dibangun oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun saat participatory mapping, sebagai berikut: (1) 

Rasionalitas tradisional, yang memperkuat semangat “guyub”, dalam bentuk 

kerjasama seluruh elemen masyarakat. (2) Rasionalitas cost and benefit, yang 

meliputi biaya sosial, ekonomi, dan teknis, serta keuntungan sosial, ekonomi, dan 

teknis. (3) Rasionalitas pemberdayaan masyarakat, yang meliputi beberapa 

upaya yang terkait dengan enabling, empowering, dan protecting. (4) Rasionalitas 

pelaksanaan tugas, salah satunya adalah terlaksananya IP4T untuk mendukung 

pelaksanaan PTSL. 

Kedua, format participatory mapping yang dilaksanakan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun, sebagai berikut; (1) Format pelaksanaan, yang 

meliputi: (a) Deliniasi bidang tanah di atas peta kerja oleh Kamituo, dengan 

disaksikan dan dikonfirmasi oleh Ketua RT dan tokoh setempat. (b) Checking 

lapangan dan pengisian formulir IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Kamituo, 

dengan didampingi Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT. (c) Selanjutnya, 

entri data pada aplikasi IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Operator Komputer yang 

khusus menangani IP4T-Partisipatif. (2) Format koordinasi, yang meliputi 

koordinasi di tingkat pimpinan, mupun koordinasi di tingkat pelaksanaan. (3) 

Format pemerintahan, yang meliputi terbitnya beberapa peraturan tingkat 

Kabupaten Madiun, dan kesepakatan unsur pimpinan di Kabupaten Madiun. (4) 

Format pendanaan, yang meliputi pendanaan pelaksanaan IP4T di 198 desa dan 

8 kelurahan, serta pendanaan penyediaan citra satelit beresolusi 0,7m dan 

peralatan pendukung lainnya, yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten 

Madiun, ADD wilayah Kabupaten Madiun, dan DIPA APBN Kantor Pertanahan 

Kabupaten Madiun. 

Ketiga, pemanfaatan relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan participatory 
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mapping diwujudkan dengan cara, sebagai berikut: (1) Relasi kuasa 

dimanfaatkan dengan cara membangun power over relation dan power to relation. 

(2) Transmisi nilai-nilai pertanahan dimanfaatkan dengan memperhatikan motif 

tindakan, hubungan dan kepercayaan, serta isi nilai-nilai pertanahan. 

Keempat, kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun dalam pelaksanaan participatory mapping, sebagai berikut: (1) Kendala 

peta kerja, ketika citra satelit berresolusi 0,3m tidak didapatkan dan kemudian 

diganti dengan citra satelit beresolusi 0,7m. (2) Kendala pelatihan, ketika rencana 

pelatihan bagi 1.500 orang perangkat desa tidak dapat dilaksanakan, dan 

kemudian diganti dengan workshop selama 2 hari. 

Kelima, kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder pasca 

participatory mapping, sebagai berikut: (1) Dalam konteks land values atau 

penilaian tanah, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Madiun 

menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk menetapkan nilai tanah dan 

zona nilai tanah secara tepat (obyektif, aktual, dan faktual); (2) Dalam konteks 

land use atau penatagunaan tanah, Bappeda dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang) Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-

Partisipatif, untuk melakukan penataan ruang dan penatagunaan tanah secara 

obyektif sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Kabupaten Madiun; 

(3) Dalam konteks land development, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal 

Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk 

membangun basis data bidang tanah, yang digunakan sebagai dasar pemberian 

izin dan pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Madiun; (4) Dalam konteks 

land registration atau pendaftaran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun 

menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk mendukung pelaksanaan 

PTSL, dengan cara: (a) memanfaatkan peta IP4T-Partisipatif sebagai peta kerja 

PTSL di wilayah Kabupaten Madiun, dan (b) data IP4T-Partisipatif sebagai data 

PTSL di wilayah Kabupaten Madiun. 
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H. S  a  r  a  n 

IP4T-Partisipatif yang diinisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun 

telah mendapat dukungan dari Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Madiun, 

namun kegiatan ini tetap membutuhkan dukungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebagai berikut: 

1. Perlu kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional dengan LAPAN dalam penyediaan citra satelit resolusi tinggi sebagai 

peta kerja IP4T-Partisipatif, terutama bila IP4T-Partisipatif akan dilaksanakan 

di seluruh Indonesia. 

2. Perlu kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional dengan ISI dalam pelatihan participatory mapping pada kegiatan 

IP4T-Partisipatif, terutama bila IP4T-Partisipatif akan dilaksanakan di seluruh 

Indonesia. 

3. Perlu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional yang menetapkan, bahwa:  

a. Penarikan batas bidang tanah pada IP4T-Partisipatif dilakukan secara 

general boundary;  

b. Penarikan batas bidang tanah pada PTSL bila tidak memungkinkan 

dilakukan secara fix boundary, dapat dilakukan secara topological boundary;  

c. Topological boundary, adalah garis batas yang ditetapkan tidak secara rigid 

(kaku), agar batas dapat direvisi sesuai perubahan yang terjadi pada bidang 

tanah. 

4. Perlu dukungan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional, untuk menerapkan konsep hybrid antara IP4T dengan PTSL, yaitu 

ketika: (1) diwujudkan desa lengkap melalui IP4T; dan selanjutnya (2) di desa 

lengkap tersebut bidang-bidang tanahnya disertipikasi melalui PTSL. 

5. Perlu dorongan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional kepada kepala kantor pertanahan di seluruh Indonesia, untuk 

membangun komunikasi dan hubungan yang sinergik dengan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, terutama bila IP4T-Partisipatif akan dilaksanakan di seluruh 

Indonesia.  
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I. Rekomendasi 

Issue penting berupa kemanfaatan IP4T, ternyata memiliki akar masalah 

berupa keterbatasan sumberdaya manusia dan keterbatasan dana, sehingga 

pilihan kebijakan alternatif yang tersedia adalah pelibatan partisipasi masyarakat 

(stakeholders). Oleh karena itu, IP4T-Partisipatif perlu dilaksanakan di seluruh 

Indonesia, agar peta dan datanya dapat digunakan sebagai peta kerja dan data 

dalam pelaksanaan PTSL. 
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